
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA            

TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

NOMOR 17 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan 
tambahan penyertaan modal daerah 
kepada Perusahaan Daerah Percetakan, 
ketentuan modal dan sumber keuangan 
yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 

21 Tahun 2000 tentang Perusahaan 
Daerah Percetakan, pada 
perkembangannya perlu diubah;  
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Peusahaan Daerah 
Percetakan Kabupaten Banjarnegara; 

    

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam   Lingkungan   Provinsi   
Jawa   Tengah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 
tentang Perusahaan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan   Provinsi 
Jawa Tengah; 

  7.  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2005 Nomor  140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  4578); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 
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  10.  Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten 
Banjarnegara Nomor  6 Tahun 1983 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Daerah Tingkat II 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 1983 
Nomor 2 Seri D Nomor 1); 

  11.  Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor  21 Tahun 2000 
tentang Perusahaan Daerah Percetakan 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri 
D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 15); 

  12.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor  3 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri 
E) sebagiamana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor  5 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 116); 
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  13.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor          7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
99); 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 

 
Dengan persetujuan bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

Dan 
 

BUPATI BANJARNEGARA 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2000 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 
PERCETAKAN. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 
34 Seri D, Nomor 15), diubah sebagai berikut: 
 
Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 11 
 

Modal Perusahaan Daerah Percetakan sebesar Rp. 
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berasal dari Pemerintah 
Kabupaten yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.  

 

 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 23-11-2013 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
 
 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  

TAHUN 2013 NOMOR 20 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 

 
Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si 

Pembina  

NIP. 19721030 199703 1 003 
 

 
 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 23-11-2013 
SEKRETARIS DAERAH, 

Cap ttd, 

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR  17 TAHUN 2013 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN  
 

I. UMUM  
 

Bahwa dalam rangka untuk memberikan tambahan 
modal kepada Perusahaan Daerah Percetakan agar tidak 
melebihi dari ketentuan modal dasar yang disetor yang ada 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  
21 Tahun 2000, maka perlu adanya perubahan terhadap 
Peraturan Daerah pendiriannya.  

Dengan perubahan Peraturan Daerah yang 
mengatur ketentuan modal dan sumber keuangan, maka 
pengalokasian anggaran bisa lebih bermanfaat dan akan 
lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi Perusahaan 
Daerah tersebut, sehingga dengan perubahan ketentuan 
yang mengatur modal dasar maka secara yuridis akan 
dapat dilakukan penambahan penyertaan modal, dengan 
demikian bisa semakin meningkatkan deviden yang akan 
diperoleh bagi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.  

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal I 

 Cukup jelas. 
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Pasal II 
Cukup jelas. 

 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 169 


